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Pembangunan Desa perlu menjadikan prioritas mengingat desa memiliki 
karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah 
menjadi stigma bagi desa. Melihat permaslahan itu, lahirlah Undang-Undang No 6 
Tahun 2014 sebagai payung hukum tata Pemerintahan Desa untuk melaksanakan 
Pemberdayaan masyarakat dan program-program pembangunan desa. Masalah 
kemiskinan ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk 
diatasi apalgi dihilangkan, sebaliknya, kemiskinan setiap tahunnya semakin 
meningkat ditambah lagi kurangnya lapangan pekerjan untuk masyarakat Desa 
menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dengan kondisi tersebut. Kemiskinan 
dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara 
dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu 
memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dengan 
adanya UU sekaligus merupakan penegasan bahwa Desa memiliki hak asal-usul 
dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurasi kepentingan masyarakat 
setempat. UU Desa membawa visi utama bahwa negara wajib melindungi dan 
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga 
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan dari 
Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala 
Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam 
Moleong, (2013 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 
pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan 
oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan 
penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 
laporan tersebut. Informan dalam dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang. 
Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Dana Desa 
Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten 
Labuhanbatu Utara sudah dijalankan sesuai dengan prosedur. Hal ini dibuktikan 
bahwa dengan terealisasi pemeberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan 
di Desa Kuala Bangka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan desa perlu menjadikan prioritas mengingat desa memiliki 

karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah 

menjadi stigma bagi desa permasalahan desa antara lain : Pertama, desa memiliki 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber 

pendapatannya sangat tergantung bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, 

kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai 

Pendapatan Asli Desa (PADes)  yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikut oleh 

rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak 

kalah penting bahwa banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan 

masuk ke desa, tetapi  hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. 

Kemudian yang kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya 

masyarakat yang hidup dibawah  garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat 

jauh dari kata cukup untuk menghadapi keluarganya. (Bambang Hudayana dalam 

Jusman 2016). 

 Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan 

sangat sulit untuk diatasi apalagi ingin dihilangkan. Malah sebaliknya, kemiskinan 

setiap tahunnya semakin meningkat ditambah lagi kurangnya lapangan pekerjaan 

utuk masyarakat desa menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dengan kondisi 

tersebut. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan 
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juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok 

tersebut.  

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang 

merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan 

dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus 

merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional 

dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat. UU Desa 

membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa 

agar menjadi kuat,  maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah. 

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa itu, maka berbagai 

rencana dan program-program pembangunan atau pemberdayaan telah dibuat 

serta di implementasikan didesa untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat 

desa. Salah satunya kebijakan melakukan pemberdayaan ekonomi dan Alokasi 

Dana Desa  (ADD). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota 

mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten-Kota tersebut bersumber dari 

bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai.  

ADD yang ada selanjutnya dikelola oleh pemerintahan  desa dengan 

ketentuan penggunaaan sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang 

kemudian diatur lebih detail dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 yang 



menjelaskan mengenai tujuan ADD, Tata cara penghitungan besaran anggaran  

per desa, Mekanisme penyaluran, Penggunaan dana desa sampai dengan 

pertanggung jawaban nya. Selanjutnya dengan diterapkan UU Desa, prinsip 

pelaksanaan ADD semakin diperkuat melalui PP No.43 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa yang juga mengatur mekanisme pelaksanaan ADD dan pengalokasian 

nya. 

Melalui Alokasi ADD, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan 

otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa 

itu sendiri berdasrkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, 

dan pemberdayaan masyrakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan 

peran pemerintah desa dalam memeberikan pelayanan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program 

pembangunan dan pemberdayaan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola 

pengolahaan yang baik, pola tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan 

program pemerintah dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.. 

Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partispasi masyarakat desa ke arah yang 

positif serta kesadaran masyarkat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang 

pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  

Salah satu desa yang memperoleh ADD adalah Desa Kuala Bangka 

Kecamatan Kualuh hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa ini memperoleh 

ADD sejak tahun 2014  dan dananya digunakan untuk berbagai kegiatan seperti 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan jalan. Pemberian Dana Desa sangat 

membantu masyarakat apaalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang 



sulit karena harga buah sawit tidak stabil. Mata pencaharian masyarakat Desa 

Kuala Bangka  bergantung kepada buah kelapa sawit. Disebabkan turunnya harga 

buah sawit membuat masyarakat dan yang bekerja sebagai buruh hampir tidak 

dapat memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi keluarga. Sebagian  mereka pun 

bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan 

dalih bekerja sampingan agar dapat memenuhi kehidupan. Dengan bekerja 

sebagai nelayan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka yang mana hasil 

tangkapan ikan nanti dipasrkan ke pekan di setiap hari rabu. Diharapkan pihak 

pemerintahan desa dapat melaksanakan implementasi dana desa dengan baik yang 

mana nantinya dapat membuat masyarakat lebih sejahtera dengan mendorong 

kegiaatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Desa Kuala Bangka memilki 12 

dusun dengan jumlah laki-laki mencapai 3.304 jiwa sedangkan perempuan 3.199 

jiwa dengan keseluruhan penduduk Desa Kuala Bangka mencapai 6.503 jiwa 

dengan luas wilayah 11.120 km persegi. (Kepala Desa Kuala Bangka : 2018) 

Upaya pemberdayaan ekonomi masyakat tidak terlepas dari perluasan 

kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan 

pemberdayaan masyrakat dalam memperluas kesempatan kerja, Salah satunya 

untu kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil dan Menengah, memiliki potensi 

yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyrakat, mengingat pertumbuhan 

dan aktif nya sektor riil yang dijalankna oleh UKM (Usaha Kecil Menengah) 

mampu memeberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan 

kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM 



(Usaha Kecil Menengah) dapat mejadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan 

tenaga kerja. 

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu  UKM (Usaha 

Kecil Menengah) di Desa Kuala Bangka terciptanya  perekonomian yang kokoh 

adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih di 

usahkan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah di 

sebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan 

pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan 

memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro 

dan kecil. Dengan demikian permodalan menjadi faktor yang penting bagi 

kemajuan UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam rangka menguatkan ekonomi 

nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM (Usaha Kecil 

Menengah) masih mengalami kesulitan dalam memperkuat kredit tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ”Implementasi Dana Desa Untuk 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten 

Labuhanbatu Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yakni : bagaimana implementasi dana desa untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten Labuhanbatu 

Utara? 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dana 

desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu 

bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih 

pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada 

pengembangan ilmu pengetahuan, khusunya terkait pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa. 

b. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi 

suatu bahan masukan bagi pemerintah Desa Kuala Bangka dalam 

melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 

pemanfaatan dana desa. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan 

Manfaat Penelitian. 

 

 



BAB II : URAIAN TEORITIS  

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian 

Implementasi Kebijakan, Pengertia Desa, Pengertian Dana Desa, 

Pengertian Penberdayaan Masyarakat, Prinsip Pemberdayaan 

Masyarakat, Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, Pendekatan 

Pemberdayaan Masyarakat , Strategi Pemberdayaan, Indikator 

Pemberdayaan Masyarakat, Pengertian Partisipasi, Pengertian Sumber 

Daya Manuisa, Pengertian Ekonomi Masyarakat. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, 

Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informan dan Narasumber, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi 

Penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk 

mencari tahu permasalahan yang diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini  menerangkan kesimpulan dan saran. Sedaangkan dalam 

akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran lampiran. 

 

 

 



BAB II 

URAIAN TEOROTIS 

2.1 Implementasi 

2.1.1 Definisi Implementasi 

 Konsep implementsi berasal dari bahasa inggris, yaitu to implement. 

Dalam kamus besar Webster (Anggara, 2014:232), to implement 

(mengimplemtasikan) berarti  to providethe means for carrying out (menyediakan 

sarana untuk melaksankan sesuatu), dan to give practical effect to (untuk 

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). 

 Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232), 

implementasi adalah tindakan-tindakakan yang dilakukan oleh individu pejabat 

atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

 Menurut Nurdin (2002:70) implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas,tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yaang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

 Menurut Nugroho (2004:163) implementasi menggambarkan pelaksnaan 

kebijakan dalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-

leaniting-controling. Jadi ketika kebijakan sudaah dibuat, maka tugas selanjutnya 

adalah mengorganisasikan, melaksankan kepemimpinan untuk memimpin 

pelaksanaan dan meakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. 
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 Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti pelaksanaan atau penerpa, Istilah implementasi biasanya dikaitkan  dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tuujuan tertentu. 

 Berdasarkan beberapa defenisi di atas, disimpulkan bahwa implementasi 

adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakn dengn 

harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari 

suatu kebijakan. 

2.1.2 Implementasi Kebijakan. 

 Implementasi kebijkan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 

menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknyaa 

implementasi kebijakan merupakan merupkan suatu proses yang begitu kompleks 

baahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai 

kepentingan. 

 Menurut Edward dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan 

implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehinga pda akhirnya akan mendapatkan 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasran kebijakan itu sendiri. 

2.1.3 Hakikat Implementasi Kebijakan. 

 Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmain dalam Agustino 

(2016:128) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha 

untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. 

 



2.1.4 Analisis Pola Implementasi Kebijakan 

 Ada dua konsep dasar berkenaan dengan implementasi kebijakan. 

Pertama, konsep tentang perlatan kebijakan (policy instrument). Perlatan 

kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan atau yang di ingin dicapai. Kedua, konsep tentang 

kewenangan  yang tersdia untuk melaksankan implementasi. Kewenangan adalah 

kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain 

untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan 

kebijaakan. Kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi yang bersangkutan 

dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

 Disamping kedua konsep tersbut, dilapangan kita menjumpai beberapa 

faktor yang dapat dikelompokkan sebagai faktor teknis, faktor administratif,dan 

hubungan kerja antar organisasi atau antar instansi dalam Abidin (2012:154). 

Faktor teknis itu antara berkenaan dengan: 

1. Kondisi teknis dari permsalahan yang dihadapi. Misalnya pencemeran 

udara yang disebabkan oleh limbah kimia pabrik. 

2. Intensitas tingkat keparahan permasalahan, yang menunjukkan tingkat 

bahaya atau risiko yang ditimbulkan oleh suatu masalah, apakah suatu 

masalah masih berada dibawah ambang batas atau sudah melampainya. 

3. Tingkat penguasaan teknologi yang tersedia untuk mengatasi 

permasalahan tersebut . 

 Faktor administratif meliputi aspek-aspek dari hal-hal yang berkaitan 

dengan konsep-konsep tersebut, antara lain : 



1. Status Kebijakan. 

2. Peralatan Kebijakan. 

3. Sistem administrasi dan lingkungan kerja yang ada. 

4. Jangka waktu yang ditentukan dan yang diperlukan. 

Sementara itu, hubungan kerja antar instansi yang terkait, anatara lain mencakup: 

1. Kepentingann dari pihak-pihak yang terkait. 

2. Peran dan kekuasaan yang ada pada masing-masing 

instansi. 

3. Teknik komunikasi yang dipakai. 

2.1.5 Pendekatan Implementasi 

 Menurut Abidin (2012:155) proses implementasi pada umumnya 

mengarah pada pendekatan yang berrsifat sentralistis atau dari atas kebawah. Apa 

yang di implementasikan adalah apa yang telah di putuskan. Namun dalam 

masyarakat yang demokratis, seperti yang telah di ungkapkan peranan rakyat 

sebagai pemilik Negara selalu harus diindahkan. Sehubungan dengan 

kecendrungan dari implementasi yang bersifat sentralitis dan prinsip demokrasi, 

implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan struktural 

 Pendekatan ini melihat peran institusi atau organissi sebagai sebagai 

sesuatu yang menentukan.Oleh sebab itu, proses peruumusan kebijakan perlu 

dilakukan bersama dengan proses penataan institusi. 

2. Pendekatan prosedural dan manajerial  



 Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang 

ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis. Implementasi 

tidak lain dari pada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep planning, 

evaluation, dan riview technique (PERT). Sesuai dengan pengertian prosedural, 

yang penting dalam proses implementasi adalah tata urutan, baik dalam pengertian 

prioritas berdasarkan signifikan maupun prioritas menurut waktu. 

3. Pendekatan Kejiwaan. 

 Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penlakan masyarakat 

terhadap suatu kebijakan. Pengaruh faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sering 

kali sangat penting, bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam 

kebijakan. 

4. Pendekatan Politik. 

 Dilihat dari pandangan ini, implementasi kebijakan tidak dilepaskan dari 

politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar 

kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai 

kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi, yang dapat disebut 

sebagi politik dalam birokrasi. Persoalannya disini menyangkut kepentingan, 

kekuasaan, dan kecenderungan dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah 

organisasi. Menurut Hogwood and Gunn, keberhasilan keberhasilan suatu 

kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan 

dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. (Howgood  Gunn dalam 

Abidin 2012: 157). 

2.2 Pengertian Desa 



 Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesuatuan Republik 

Indonesia. 

2.2.1 Pengertian Dana Desa 

 Menurut Makawimbang (2016:110-111) dalam Peraturan Pemerintah 

tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undng-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud 

dengan: 

1. Dasa Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, peaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dan perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi khusus. 

2.2.2 Pengalokasian Dana Desa  

 Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Pemerintah daerah Kabupaten/kota 

sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD 



kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota paling 

sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dibagikan secara proporsional 

ke setiap desa.  

 Perhitungan besar anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk di 

teruskan ke rekening desa juga diatur dalam (PP No.72 Tahun 2005) dengan 

formula berikut : 

ADD = 10% x DBH Pajak dan Retribusi + DAU – Belanja Pegawai 

 Pengaturan mengenai ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian 

diatur lebih detail lagi dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskaan mengenai 

tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran perdesa, mekanisme 

penyaluran, penggunaan dana sampai pertanggung jawabannya.  

 Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD 

berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, yaitu: 

1. ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana 

fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi 

masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. 

2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan 

partisipatif. 

3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) 

dari APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, 

dan pelaporannya. 



4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan 

operasional desa dan sebasar 70 untuk pemberdayaan masyarakat. 

5. Diperlukan pelaporan setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD 

secara berkala(bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. 

Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sebagai 

bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi. 

6. Untuk pembinaan dan pengawasaan pengelolaan ADD dibentuk Tim 

Fasilitasi kabupaten/kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan 

kewajiban sesuai dengan tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk 

Tim dimaksud dianggarkan dalam APBDes dan diluar untuk anggaran 

ADD. 

 Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Desa, prinsip 

pelaksanaan ADD semakin diperkuat. Melalui PP. No. 43 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa, diatur mekanisme pelaksaan ADD dan juga pengalokasiannya. Secara 

umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksaan ADD dengan 

dikeluarkan PP No. 43 Tahun  2014 ini, kcuali untuk penetapanformula.  

 Dalam penetapan formula terdapat perubahan yang signifikan terutama 

dalam penetapan besaran anggaran yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan 

kerekening desa. Jika dulu adalah pengurangannya belanja pegawai, dengan 

diberlakukannya PP No.43 Tahun 2014 ini pengurangannya adalah Dana alokasi 

Khusu (DAK). Pada mayoritas pemerintah daerah, proporsi belanja pegawai 

dalam APBD merupakan proporsi yang dominan, sehingga tentunya akan 



memberatkan bagi pemerintah daerah jika harus menyalurkan ADD ke Desa 

sesuai dengan formula dalam PP No. 43 Tahun 2014, berikut: 

 

Pembagian alokasi dana desa dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama 

dan variabel tambahan dengan rincian sebagai berrikut: 

1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana yang sama untuk 

disetiap desa atau yang disebut Alokasi Dana Desa Minimal. Variabel 

Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen tambahan 

sebesar 30%. 

2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara 

proposional untuk  disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang 

dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa 

Proporsional. Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel 

Proporsional Tambahan sebesar 40%. 

 Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk 

menentukan nilai bobot desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan 

kesejahteraan dan pelayanan dasar umum antar desa dan mengatasi kemiskinan 

structural masyarakat di desa. Sedangkan variabel independen tambahan adalah 

variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang terdiri dari 

indikator jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonoi, dan jumlah unit 

komunitas (dusun). 

 Melalui Alokasi ADD diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan 

otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa 

ADD = 10% x BDH Pajak dan Retribusi + DAU - DAK 



itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi,dan 

pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

memacu percepatan pembangunan. Kebijakan ADD yang dititik beratkan pada 

pembangunan masyarakat pedesaan diharapkan juga mampu mendorong 

penanganan yang dihadapi masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama 

menunggu dalangnya program-program dari pemerintah kabupaten/kota. 

2.3 Pemberdayaan Masyarakat  

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya”  yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses 

pemberian berdaya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang kurang atau belum 

berdaya. 

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan istilah yang khas 

Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut di terjemahkan sebagai 

empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud 

adalah memberi daya, bukan kekuasaan dari pada pemberdayaan itu sendiri. 

Barangkali istilah yang paling tepat adalah pemberian energize atau katakan 

memberi energi pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan 

mampu untuk bergerak secara mandiri. (  Ambar Teguh 2004). 

2.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 



 Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijkan yang dijadikan pedoman 

dalam pengambilankeputusan dan melaksankan kegiatan secara konsisten. Karena 

itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini 

kebenarannya dari berbagi pengamatan dalam kondisi beragam. Dengan 

demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang bebar bagi 

pelaksnaan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

 Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Mardikanto 

(2017:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan 

kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Bertolak 

dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka 

pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip: 

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin 

melibatkan masyarakatuntuk mengerjakan/menerpkan sesuatu. 

2. Akibat, srtinya kegiatan pemberdayaan hrus memberikan akibat atau 

pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau 

tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti 

kegiatan belajar pemberdayaan dimasa-masa mendatamg. 

3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan 

kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk 

mengaitkan/menghubungkan kegitannya dengan kegiatan peristiwa yang 

lain. Misalnya dengan melihat cangkul orang diinginkan kepada 

pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, melihat tanaman yang 

kerdil/subur akan meningkatnya kepada usaha-usaha pemupukan. 



2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan 

keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari 

indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi layak, kebutuhan 

dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehata, pendidikan, dan 

transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang 

rendah,sumber daya manusiayang lemah,terbatasnya akses pada tanah padahal 

ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar 

lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan 

internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut 

struktural kebijakan dan kultural. (Sunyoto Usman, 2004). 

2.3.4 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

       Pendekatan sebagai suatu gaya yang harus menentukan diikuti oleh semua 

pihak dalam sistem yang bersangkutan (the style of action whitin a system). 

Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nagel dalam Mardikanto (2017:159) 

mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yag akan diterapkan harus 

memperhatikan: 

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan  

2.  Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan 

3. Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan 

pemberdayaan. 



4. Alternatif organisasi pemberdayaanyang akan diterapakan yang 

berhadapan dengan pilihan-pilihan antara: 

a. Publik ataukah swasta 

b. Pemerintah ataukah non-pemerintah 

c. Dari atas (birokratis) ataukah dari bawah (partisifatif) 

d.  Mencari keuntungan ataukah non-profit. 

e. Kariatif ataukah mengembalikan biaya. 

f. Umum ataukah sektoral. 

g. Mulai-tujuan atukah tujuan tunggal. 

h. Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan. 

 Terkait dengan hal itu, pelaksanaan proses dan tujuan yang dicapai melalui 

penerapan pendekatan pemberdayaan. Proses pemberdayaan umumnya dilakukan 

secara kolektif, namun demikian tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan 

melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja 

dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap 

berkaitan dengan kolektivitas dalam artian mengaitkan klien ( peneria manfaat) 

dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya, oleh karenanya  dalam konteks 

pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: 

1. Pendekatan Mikro. 

2. Pendekatan Mezzo. 

3. Pendekatan Makro. 

 Dipihak lain, pendekatan pemberdayaan dapat pual diinformasikan dengan 

mengacu kepada landasan fiosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:  



1. Pendekatan partisifatip, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai 

titik pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup: 

a. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyrakat 

bukan untuk mencapaitujuan orang luar atau penguasa. 

b. Pilihan kegiatan, metoda maupun tehnik pemberdayaan maupun 

teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyrakat. 

c. Ukuran keberhasilan peberdayaan, bukanlah ukuran yang dibawa oleh 

fasilitator atau berasal dari luar tetapi berrdasakan ukuran-ukuran 

masyrakat sebagai penerima manfaat. 

2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa apapun kegiatan yang akan 

dilakukan, darimanapun sumberdaya dan teknologi yang akan digunakan 

dan siapapun yang akan dilibatkan, pemberdayaan amsyarakat harus 

memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan 

masyrakat. 

3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya.  Oleh sebab 

itu, pemberdayaan masyarkat tidak boleh menciptakan ketergantungan 

tetapi harus mampu menyaipkan masyarakat penerima manfaatnya agar 

pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang 

berkelanjutan. 

2.3.5 Strategi Pembedayaan masyarakat. 



Ismawan dalam Mardikanto (2017:170) menetapkan adanya 5 (lima) 

program strategi pemberdayaan yang terdiri : 

1. Pengembangan sumber daya manusia 

2. Pengembangan kelmbagaan kelompok 

3. Pemupukan modal masyrakat 

4. Pengembangan usaha produktif 

5. Penyediaan informasi tepat-guna 

6. Indikator pemberdayaan masyarakat. 

 Agar para fasilitator mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka 

perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya 

atau tidak, sehingga ketika pendampingan sosial diberikan segenap upaya 

dapatdikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima mnafaat 

perubahan ( keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.  

 Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan beberapa indikator 

pemberdayaan yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks 

pemberdayaan Girvan dalam Mardikanto, (2017: 289) yakni : 

1. Kebebasan mobilitas : 

Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat 

tinggalnya seperti kepasar, fasilitas medis, rumah ibadah, dan lain-lain. 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: 

Kemampuan individu membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-

hari (beras, minyak tanah, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, 



sabun mandi). Individu di anggap mampu melakukan kegiatan ini terutama 

jika ia dapat membuat keputusan sendiri.  

3. Kemampuan membeli komoditas besar: 

Kemampuan individu untuk membeli barag-barang sekunder atau tersier 

seperti lemari, tv, dll. 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga:  

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau 

istri mengenai keputusan keluarga. 

5. Kesadaraan hukum dan politik: 

Mengetahui salah satu nama pegawai pemerintahan desa/ kelurahan. 

6. Keterlibatan dalam kampanye dan protes: 

Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 

bersama orang lain melakukan protes. 

7. Jaminan ekonomi dan kontibusi terhadap keluarga: 

Memiliki rumah, aset produktif, tabungan. 

 Lebih lanjut, Mardikanto, (2003) mengemukakan beberapa indikator 

keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksaan program-program 

pemberdayaan masyarakat mencakup: 

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan 

yang dilaksanakan  

2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga peaksanaan tiap jenis kegiatan  

3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh 

pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. 



4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyrakat yang ditujukan 

untuk pelancaran pelaksanaan progrram pengendalian. 

5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang 

pelaksaan program kegiatan 

6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. 

7. Meningkatkan kapasitas skala apartisipasi masyarakat dalam bidang 

kesehatan. 

8. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan 

kehidupan kesehatan. 

9. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat. 

2.4 Pengertian Partisipasi. 

Pengertian secara umum dapat ditangkap dari istilah dari partispasi adalah 

keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu 

kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi. 

Menurut Sumaryadi (2010 : 46) mengatakan bahwa partisipasi berarti 

peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik 

dalam pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan 

pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi,serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil-hasil pembangunan. 

2.4.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

 Pengertian secara umum dapat diartikan ekonomi masyarakat yang 

berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat 



senndiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat 

kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang 

dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil menengah (UKM)  

terutama melipiti sektor pertaniann, perkebunan, peternakan, kerajianan,makanan 

dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian ini dalah untuk mensejahterakan dan 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan 

kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan 

terciptakesejahteraan kelansungan hidup yang produktif. 

 Menurut Deliarnov (2009) konsep pemberdayaan masyarakat mencakup  

pengertian “pembangunan masyarakat  (community development) dan 

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) 

pemebangunan partisipatif mempunyayi kaitaan yang erat dengan pemberdayaan 

masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah 

lang kah unuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan 

masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkann 

harkat dan martabatnyaa serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangaan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari 

pemberdayaan masyarakat. 

2.5 Anggapan Dasar 

Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti 

yang akan berfungsi sebagai hal yang digunakan untuk tempat berpijak bagi 

peneliti di dalam melaksanakan penelitiannya dalam pembuatan anggapan dasar 



yang harus diperhatikan adalah membaca buku, mendengarkan berita, berkunjung 

ke tempat obyek penelitian, dan mengadakan abstraksi. Serta manfaat dalam 

pembuatan anggapan dasar adalah ada pijakan berfikir yang kokoh, untuk 

mempertegas variable dan berguna menentukan dan merumuskan hipotesis. 

Adapun anggapan dasar dalam penelitian adalah dana desa sangat berperan untuk 

melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka Kecamatan 

Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian  

 Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian 

yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta 

memahami makna yang sebenamya dari jenis penelitian tersebut, sehingga 

memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis 

data. 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Menurut David Wiliams dalam Moleong (2013:5) menulis 

bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, 

dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti 

yang tertarik secara alamiah. Jadi jelas definisi memberi gambaran bahwa 

penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan 

oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajia 

laporan tersebut.Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, lapangan, foto, 

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

 Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang 

Implementasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kuala 

Bangka Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
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3.2 Kerangka Konsep 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Definisi Konsep 

 Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun 

dengan menggencralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan 

kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian 

ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:  

1. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 

melaksanakan kebijakan secara efektif . 

2. Implementasi Kebijakan berarti menyediakan suatu kebijiakan dan dapat 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu . 

3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja, yang ditansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat . 

4. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya yang dilaksanakan dengan 

tujuan agar masyarakat berdaya dan mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya serta mampu berfungsi secara sosial. 

3.4 Kategorisasi Penelitian  

 Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategori 

merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian 

pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. 

kategorisasi dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel kategorisasi di bawah 

ini: 



                         Tabel 1.1 Kategorisasi Penelitian 

No Kategorisasi Indikator 

1. Implementasi Anggaran Dana Desa - Tujuan dan sasaran 

- Program kegiatan 

- Pelaksanaan 

- Pendapatan anggaran 

dana desa 

2. Pemberdayaan Masyarakat - UMKM 

- Pemanfaatan lahan 

- Berkelanjutan 

                            Sumber : Hasil Olahan, 2018 

3.5 Informan atau Narasumber  

Adapun narasumber pada penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari: 

1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa,  1 Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat,  dan 4 

Orang Masyarakat Desa. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut:  

1. Teknik Pengumpulan Data Primer  

a. Metode wawancara (Interview), yaitu proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih 

dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung inforn 

informasi atau keterangan yang disampaikan informan.  



b. Metode observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki dilapangan.  

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder  

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk 

mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi 

kepustakaan . 

3.7 Teknik Analisis Data  

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan seperti yang disaranakan dan sebagai usaha 

memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan 

satu uraian dasar. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) aktivitas dalam 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 



                       Jalur analisis data bisa dilihat seperti gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 1.1 Teknik Analisis Data 

a. Reduksi Data  

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b.  Penyajian Data  

 Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. 

bugan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.  

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru    

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau  

Penyajian Data 

Kesimpulan/ 
Verifikasi 

Reduksi Data 

Koleksi Data 



gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah di teliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Waktu Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2018 sampai 

dengan Maret 2019. Penelitian ini akan dilakukan di kantor Kepala Desa Kuala 

Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa tersebut 

tidak jauh dari pusat kota Aek Kanopan yakni hanya kurang lebih tiga jam waktu 

tempuh. 

3.9  Keadaan Penduduk 

Penduduk  asli Desa Kuala Bangka adalah etnis Melayu, yang hinggga sat 

ini mayoritas etnis ini menjadi salah satu mayoritas namun seiring 

berkembangnya Desa Kuala Bangka maka hadir etnis lain seperti Jawa, dan Batak 

dan lain lain. Mayoritas penduduk di sini bermata pencaharian sebagai Petani, dan 

nelayan. Keadaan fasilitas yang kurang memadai saat itu seperti jalan yang belum 

memadai, sarana dan prasarana pendidikan yang masih tergolong rendah. 

Sehingga menyebabkan anak di Desa Kuala Bangka memutuskan untuk tidak 

bersekolah melainkan menjadi petani ataupun wiraswasta seperti orang tuanya.  

3.10 Letak dan Luas Wilayah 

Desa Kuala Bangka masuk dalam wilayah Kecamatan Kualuh Hilir 

Kabupaten Labuhahanbatu Utara. Berjarak kurang lebih 12 km dari kantor Camat 

Kualuh Hilir dan terdiri dari 12 Dusun yang mmiliki batas wilayah sebagai 

berikut: 

 



a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Leidong 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Mesjid 

d. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Sentang 

Jarak antara Ibukota Desa dengan Ibukota Kecamatan Kualuh Hilir kurang 

lebih 12 km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan berbagai jenis 

kendaraaan. Desa Kuala Bangka berada diatas permukiman laut terletak dijalur 

lalu lintas Desa Kuala Bangka dengan Desa Kelurahan Kampung Mesjid. 

3.11 Tofografi dan Jenis Tanah 

Tanah di Desa Kuala Bangka merupakan tanah campuran antara tanah liat 

dan tanah gambut berada di Dusun Kampung Jawa, dan juga iklim di desa Kuala 

Bangka pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab, intennsitas 

penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak 

sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebl. 

Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan September sampai Desember, berkisar di 

antara 2355-2366 mm setiap tahun sdangkan bulan kering/kemarau jatuh pada 

bulan Januari sampai Agustus. Suhu udara rata-rata 30 derajat Celsius, suhu udara 

terendah 27 derajat dan tertinggi dengan kelembaban udara 40%-100%. 

3.12 Visi dan Misi Desa Kuala Bangka 

1. Visi Desa Kuala Bangka 

Melayani Masyarakat Desa Kuala Bangka untuk mewujudkan warga yang 

sehat pintar, dan sejahtera. Visi pembangunan Desa Kuala Bangka tersebut 

mengandung makna, bahwa pemerintah Desa bersama Masyarkat berkeinginan 



lima tahun ke depan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun 

bathin. 

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan 

pemerintah yang baik ( demokratis ,transparan dan berkepedulian. Selain itu, demi 

mencapai kesejahteraan yang berkelanjut, maka diperlukan adanya sumber daya 

manuusia yang berkualitas (sehat, cerdas, dan produktif). Tidak kalah pentingnya 

dari semua itu, pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualits 

sumber daya alam harus dilakukan. 

Desa Kuala Bangka mempunyayi Visi “Kuala Bangka desa Bersemi’yang 

berarti bersih artinya lingkungannya, bersih aparatnya dari KKM, bersih 

masyarakat nya dari pelanggaran hukum, dan sejahtera yang artinya segala 

kebutuhan hidup warga dapat tepenuhi, segala kepentingan warga dapat terlayani, 

serta mandiri yang artinya mampuu sendiri, tidak tergantung kepada bantuan 

pihak lain. 

2. Misi Desa Kuala Bangka  

a. Melaksanakan tugas pemerintah secara transparan. 

b. .Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih. 

c. Memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba. 

d. Meningkatkan pendapatan warga masyarakat, 

e. Menciptakan lapangan pekerjaan. 

f. Melestarikan tradisi gotong royong. 

g. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan. 



h. Membiasakan masyarakat untuk menanggulangi segala keperluan dan 

kebutuhan nya sendiri.  

i. Meningkatkan dana pemerintahan secara efektif dan efesien. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin 

  Berdasarkan jenis kelamin narasumber dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu, laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan 

persentase untuk masing-masing kategori tersebut. 

                                                      Tabel 4.1  

                            Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO. Jenis Kelamin Frekuensi Persentasi (%) 

1. Laki-laki 5 80 % 

2. Perempuan  2 20 % 

    Jumlah  7 100% 

Sumber : Data observasi penelitian tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 yang tercermin di atas dapat kita lihat bahwa 

mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 

sebanyak 5 orang atau persentase 80 %, sedangkan sisanya berasal dari jenis 

kelamin perempuan dengan frekuensi 2 orang atau persentase 10 %. 
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4.1.2  Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 

empat kategori yaitu, tingkat SD, SMP, SMA dan Sarjana. Pada tabel 4.2 berikut 

disajikan persentase untuk masing-masing kaategori tersebut. 

                                                       Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. SD 0 0 

2. SMP 0 0 

3. SMA 2 20% 

4. SARJANA 5 80% 

 Jumlah 7 100% 

Sumber : Data observasi penelitian Tahun 2019 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas 

narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 5 

orang dengan persentase 80% sedangkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 

orang dengan persentase 10%. 

 



4.1.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan 

Berdasarkan yang dilihat dari jabatan atau pekerjaannya, narasumber 

dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, Pejabat Kantor Desa, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Petani, dan Wiraswasta. Pada 4.3 ini, kita akan melihat 

persentase masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan dan jabatan yang 

dimiliki oleh narasumber. 

                                                 Tabel 4.3 

                          Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Frekuensi Persentase% 

1. Pejabat Kantor Desa 3 60% 

2. PNS 2 20% 

3. Petani 1 10% 

4. Wiraswasta 1 10% 

 Jumlah 7 100% 

Sumber : Data observasi penelitian Tahun 2019 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas dalam 

penyebaran wacana kepada narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai 

Sertifikasi Pemerintahan dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60%, tingkat 

pekerjaan sebagai PNS yakni 2 orang atau 20% sedangkan sebagai petani 

sebanyak 1 orang atau persentase 10% dan sebagai wiraswasta sebanyak 1 orang 

dengan frekuensi 10%. 

 

 



4.1.4 Implementasi Anggaran Dana Desa  

1. Tujuan dan Sasaran 

 Berdasrkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada wawancara yang 

telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dengan Bapak 

Erwinsyah Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka, bahwa tujuan dari anggaran 

Dana Desa yakni untuk memperbauki infrastruktur yang ada di Desa Kuala 

Bangka seperti jalan,jembatan,saluran irigasi, pembuatan parit 

beton,pembangunan kantor, dan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga tujuan 

dari dari anggaran dari Dana Desa untuk mengurangi keluarga miskin yang ada di 

Desa Kuala Bangka. 

 Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs. Atan Tanjung selaku 

Sekretaris Desa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, Tujuan Dari anggaran 

Dana Desa yakni untuk program-program pembangunan Desa dan juga 

Pemberdayaan Masyarakat. Artinya Dana Desa digunakan untuk pembangunan 

dan juga pemberdayaan demi kemajuan Desa Kuala Bnagka. Dalam hal ini fokus 

Pemerintah Desa Kuala Bangka menggunakan Dana ini untuk program 

Pembangunan Desa baik infrastruktur maupun pembangunan Sumber daya 

manusia. 

 Berdasrkan hasil penelitian yang diperoleh pada wawancara yang telah 

dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dengan Bapak Ihyaul Wathon 

S,Sos selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, tujuan dari anggaran Dana 

Desa antara lain untuk memperbaiki sarana dan prasarana Desa seperti 



Pembangunan jalan,  jembatan, rehab sekolah dan juga untuk program-program 

pemberdayaan masyarakat. 

 Berdasrkan hasil penelitian yang di peroleh pada wawancara yang telah 

dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 dengan Bapak Sofyan 

Pasaribu selaku tokoh pemuda di Desa Kuala Bangka bahwa masyarakat 

mengetahui adanya program alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan juga 

pemberdayaan. Sepengetahuan beliau tujuan dari anggaran Dana Desa tersebut 

untuk pembangunan Desa seperti pembangunan, jalan, jembatan saluran irigasi 

pertanian dan juga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 Kemudian menurut hasil wawncara yang dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 7 Februari 2019 dengan ibu Sundari Juwita selaku masyarakat Desa Kuala 

Bangka bahwa beliau mengatakan tujuan anggaran Dana Desa setahu beliau 

digunakan untuk program-program pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara Kepada Erwinsyah Sitorus selaku Kepala 

Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019 bertempat di Kantor Desa 

Kuala Bangka, bahwa sasaran dari anggaran Dana Desa adalah untuk bidang 

pelaksanaan pembangunan Desa dan juga untuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang sumber dana nya berasal dari alokasi Dana Desa atau APBD 

Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara. 

 Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Drs. Atan 

Tanjung selaku sekretaris Desa Kuala Bangka Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 

2019 bahwa sasaran dari anggaran Dana Desa digunakan untuk bidang 



pembangunan sarana dan prasarana Desa meliputi pembangunan jalan Desa, 

pembangunan parit beton, rehab bangunan kelas dan kantor dan juga untuk 

bidangf pemberdayaan ekonomi msyarakat. 

 Berdasrakan hasil awancara yang dilakukan Kepada Bapak Ihyaul Wathon 

Tanjung selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari  Kamis 7 Februari 

2019 bahwa sasaran dari angaran Dana Desa baik pembangunan secara fisik 

maupun pembangunan sumber daya manusia dan juga untuk peningkatan 

ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan 

Pasaribu selaku tokoh pemuda di desa kuala bangka pada hari kamis tanggal 7 

Februari 2019, bahwa sasaran anggaran dana desa yang beliau ketahui adalah 

untuk meningkatkan akses layanan masyarakat melalui pembangunan 

infrastruktur dan juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 Berdasrkan hasil wawancara yang dilkukan kepada Ibu Sundari Juwita 

selaku  masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 Februari 2019, bahwa 

sasaran dari anggaran dana desa tersebut untuk pembangunan dan juga untuk 

peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

2. Program Kegiatan 

 Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erwinsyah 

Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari kamis 7 Februari 2019, 

bahwa program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala 

Bangka dari alokasi dana desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti 



jalan, jembatan, pembangunan dan rehab gedung PAUD, pembuatan parit beton, 

dan juga ada program untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan 

pendidikan pelatihan kepala desa dan perangkat desa, kegiatan pemberdayaan 

posyandu, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan 

kapasitas masyarakat kelompok pemuda, kegiatan kapasitas masyarakat kelompok 

perempuan. Setelah itu, ada program unggulan yang saat ini menjadi prioritas desa 

antara lain pemasangan jaringan interenet kemasyarakat desa dengan tujuan agar 

masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 7 

Februari 2019 Drs Atan Tanjung selaku Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari 

kamis 7 Februari 2019, beliau mengatakan adapun program-program yang telah 

ditawarkan oleh pemerintah desa Kuala Bangka kepada masyarakat yakni 

program-program yang telah di tawarkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka 

kepada masyarakat yakni program pembangunan sarana dan prasrana desa seperti 

jalan, jembatan, saluran irigasi dan juga program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat serta ada program unggulan desa saat ini yang sedang dikerjakan oleh 

pelaksana pemasangan jaringan internet di desa kuala bangka dengan tujuan agar 

masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

pembangunan desa.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ihyaul 

Wathon S,Sos. Selaku kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Pda hari kamis 7 

Februari 2019. Beliau mengatakan bahwa program-program yang telah 

ditawarkan oleh penerintah Desa yang berasal dari anggaran dana desa yakni 



program-program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat seperti 

kegatan kapasitas masyarakat kelompok petani dengan memberikan pengadaan 

berupa hewa ternak. 

 Berdasrkan  hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan 

Pasaribu selaku tokoh pemuda masyarakat di desa kuala bangka pada hari kamis 7 

Februari 2019, disini beliau mempunyayi keinginan mengenai alokasi dana desa 

seharusnya digunakan untuk program-program yang berhubungan dengan 

kebutuhan masyarakat seperti pengadaan lapangan olahraga dan program yang me 

dukung UKM  masyarakat desa yang tujuannya untuk memberi aktivitas positif 

terhadap masyarakat atau pemuda agar terhindar dari hal-hal negatif seperti 

narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya. 

 Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sundari Juwita 

selaku masyarakat desa kuala bangka pada hari Kanis 7 Februari 2019, baha ada 

program-program yang telah dirawarkan oleh pemerintah Desa kepada 

masyarakat tetapi program tersebut hanya bersifat pembangunan saja, sementara 

kami masyarakat butuh untuk peningkatan ekonomo kesejahteraan keluarga. 

3. Pelaksanaan  

 Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erwinsyah 

Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 7 februari 2019. 

Beliau mengatakan bahwa Implemtasi Dana Desa melalui musyawarah desa dan 

dalam pelaksanaanya melibatkan masyarakat untuk menampung nya tenaga kerja 

yang bersifat padat karya, dan sangat mengutamakan peran dan keikut sertaan 

masyarakat khusunya masyarkat yang kurang mampu. Dan juga pemerintahan 



Desa Kuala Bangka melakukan pelaksanaan Implementasi Dana Desa dan tujuan 

nya agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Drs Atan 

Tanjung selaku Sekretaris Desa pada hari Kamis 7 Februari beliau mengatakan 

bahwa pelaksanaan implementasi Dana Desa selalu direncanakan dan melibatkan 

masyarakat untuk mengetahui tentang arah dan kemana berjalannya nanti 

mengenai anggaran Dana Desa direalisasikan.Sehingga masyarakat tidak lagi 

curiga dalam hal pelaksanaan Implementasi Dana Desa. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Bapak  Ihyaul 

Wathon S,Sos. Selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Kamis 7 

Februari 2019 beliau juga mengatakan  bahwa dalam pelaksanaan Implementasi 

Dana Desa melibatkan ke ikut sertaan masyarakat guna untuk mengetahui semua 

proses pelaksanaan dan yang menjadi harapan utamanya kepada masyarakat 

khusunya yang kurang mampu agar dapat terpenuhi nanti nya semua keinginan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Berdasrkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Pasaribu selaku Tokoh  

pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 

2019, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Dana Desa ini 

yang beliau ketahui pemerintah Desa Kuala Bangka melibatkan masyarakat 

khusus bagi masyarakat yang kurang mampu agar semua keinginan dan aspirasi 

masyarakat dalam pelaksanaan nanti nya tepat kepada sasaran nya. Dan juga 

pemerintahan Desa Kuala Bangka sangat mengutamkan kehadiran masyarakat 

dalam menjalankan pelaksanaan Implementasi Dana Desa. 



Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sundari Juwita 

selaku masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari kamis tanggal 7 Februari 

2019, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Dana Desa 

sangat baik dikarenakan pemerintah Desa Kuala Bangka melibatkan kami selaku 

masyarkat jadi kami bisa mengetahui setiap pelaksanaan ini dan dengan dalam hal 

ini kami pun masyarakat bisa menyampaikan aspirasi bawa dalam pelaksanaan 

nanti mengutamkan khusu bagi masyarakat yang kurang mampu.  

4. Pendapatan Anggaran Dana Desa  

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erwinsyah 

Sitorus Selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada tanggal 7 Februari 2019, beliau 

mengatakan bahwa dalam pendapatan anggaran Dana Desa ini menghitung dari 

perhitungan Dana Desa melalui kategori status Desa yaitu berdasrkan jumlah 

produksi status Desa, letak gerografis dan luas wilayah. Maka Desa Kuala Bangka 

10 terbesar Dana Desa yang di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dan juga dalam hal 

ini disebabkan masyarakat yang aktif dalam pembayaran pajak lahan atau tanah. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs Atan Tanjung selaku 

Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari kamis tanggal 7 Februari 2019, beliau 

juga mengatakan dalam pendapatan anggaran Dana Desa ini harus melihat dari 

beberapa kategori jumlah produksi, status Desa, letak gerografis dan luas wilayah. 

Sebab secara geografis Desa Kuala Bangka terletak di wilayah pesisir yang mana 

masyarakat juga menggunakan getek atau panton dalam menyebrang yang mana 

getek atau panton ini bekerja sama dengan pemerintahan Desa Kuala Bangka yang 



hasil operasiaonal nanti nya bagi rata dengan pihak masyarakat dan pemerintahan 

Desa Kuala Bangka.selaku  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ihyaul 

Wathon S,Sos. Selaku kepala urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Kamis 

tanggal 7 Februari, beliau mengatakan bahwa pendapatan anggaran Dana Desa ini 

melihat dari beberapa katergori baik dari jumlah produksi, status Desa, letak 

geografis dan luas wilayah sebab Desa Kuala Bangka ini menjadi 10 terbesar 

Dana Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Terlihat dari beberpa 

pendapata yang ada di Desa Kuala Bangka seperti pajak lahan dan juga biaya 

operasinal panton atau getek yang bekerjasama anatar pihak masyarakat dan juga 

pemeritahan Desa Kuala Bangka yang mana itu semua menjadi pendongkrak 

dalam bidang pendapatan Dana Desa di Kuala Bangka. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan 

Pasaribu selaku tokoh pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Kamis 

tanggal 7 Februari 2019, beliau juga mengatakan bahwa yang beliau ketahui 

dalam pendapatan anggaran Dana Desa ini melihat dari beberapa status atau 

kategori dari  jumlah produksi, status Desa, letak geografis dan luas wilayah. Dan 

juga hasil pendapatan anggaran Dana Desa ini semakin meningkat sebab 

pemerintahan Desa Kuala Bangka membangunkan jalan batu untuk ke lahan 

masyarakat sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk  beraktifitas walaupun 

dalam keadan hujan. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sundari Juwita 

selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, 



beliau juga mengatakan bahwa dalam  hal ini yang beliau ketahui dalam 

pendapatan anggaran Dana Desa ini sangat memiliki potensi yang besar yang ada 

di Desa Kuala Bangka melihat dari segi perkebunan yang ada  seperti lahan sawit, 

padi, getah dan juga saat ini yang menjadi pendapatan anggaran Dana Desa yaitu 

dari operasional penybrangan panton atau getek yang menghubungkan antara dua 

kecamatan yang hasilnya nanti bagi rata antara pihak masyarakat dan 

pemerintahan Desa Kuala Bangka. 

4.1.5 Pemberdayaan Masyarakat 

1. UMKM 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakuan kepada Bapak Erwinsyah 

Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 

2019, beliau mengatakan bahwa dalam program UMKM ini  pemerintahan Desa 

Kuala Bangka melakukan kegiatan seperti koperasi dan simpan pinjam uang dan 

kegiatan pokok di bidang permodalan di antara nya memperluas, memperkuat, 

dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kerdit skala 

mikro dan kecil. Ini dilakukan untuk meningkatan atau menguatka perekonomian 

masyarakat yang lemah dan dapat menesejahterakan masyarakat dengan adanya 

program UMKM tersebut. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs Atan Tanjung selaku 

Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari 2019, beliau juga 

mengatakan bahwa dalam program UMKM ini hanya untuk tujuan meningkatkan  

ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka dengan sasaran  masyarkat yang lemah, 

yang mana kegiatan seperti koperasi dan simpan pinjam uang. Sehingga nantinya 



dapat membantu permaslahan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dan 

memakai hasil produksi dari UMKM yang ada agar bisa tetap berjalan dan 

bertahap sehingga nantinya pendapatan ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka 

semakin meningkat. 

Berdasrkan hasil wawancara dengan Bapak Ihyaul Wathon S.Sos. selaku 

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 8 Februari 2019, beliau 

mengatakan bahwa dalam program UMKM ini sangatlah memperiotaskan bagi 

masyarakat yang kurang mampu, sebab UMKM ini meliputi kegiatan seperti 

koperasi simpan pinjam uang dengan tujuan untuk masyarakat yang kurang  

mampu boleh nanti menggunakan dengan aturan yang sudah ditentukan, dan 

masyarakat boleh menggunakan dan memakai hasil produksi dari UMKM yang 

telah di siapkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka. Dan program UMKM ini 

sangat mengutamkan bagi masyarakat yang kurang mampu secara perekonomian. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan 

Pasribu Selaku tokoh pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada tanggal 8 

Februari 2019, beliau juga  mengatakan  bahwa memang program UMKM ini 

memperiotaskan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan di adakan nya 

program seperti koperasi dan simpan pinjam uang kepada masyarakat serta dapat 

membantu perekonomian masyarakat yang lemah sehingga nanti nya mereka 

dapat mengembangkan usaha nya dari meminjam uang dari program UMKM 

sehingga ketika digunakan dengan baik maka perekonomian masyarakat yang 

lemah akan meningkat nanti nya. 



Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sundari Juwita 

selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, 

beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya program UMKM ini sangatlah 

membantu bagi kalangan masyarakat yang lemah sebab mereka bisa melakukan 

usaha dengan melakukan peminjaman simpan pinjam uang atau kopersi sehingga 

mereka memiliki modal dan bisa untuk membuka usaha seperti berjualan. Dan 

juga merasa tebantu sebab dalam program UMKM ini sangat mengutamakan bagi 

masyarakat yang lemah ekonomi nya.  

2. Pemanfaatan Lahan 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Erwinsyah 

Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari, beliau 

mengatakan bahwa pemanfaatan lahan ini sejak adanya penggunaan lahan oleh 

masyarakat yang mana nantinya disesuaikan dengan jenis tanaman dan juga 

dengan lokasi lahan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka. 

program pemberdayaan masyarakat di bidang pemanfaatan lahan ini melihat dari 

Desa Kuala Bangka memiliki kawasan lahan yang kosong yang sudah di ambil 

alih fungsinya untuk beberapa lahan yang kosong, dan yang tidak memiliki 

kelengkapan surat, sehingga pemerintah Desa Kuala Bangka melakukan 

pemanfaatan lahan bagi masyarakat yang ingin menggunakan dengan bekerjasama 

dengan hasil nya nanti sebahagian diberikan kepada masyarakat Desa Kuala 

Bangka. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs Atan Tanjung selaku 

Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019. Beliau 



juga menyampaikan bahwa dalam hal pemanfaatan lahan ini melihat dari jenis 

tanaman dan lokasi lahan. Yang mana pemanfaatan lahan ini dimiliki oleh 

pemerintah Desa Kuala Bangka yang mengmbil alih lahan yang tidak memiliki 

kelengkapan surat sehingga pemerintah Desa Kuala Bangka melakukan 

pemberdayaan masyarakat dengan melaukan program pemanfaatan lahan yang 

mana masyarakat boleh mengguakan melihat dari status perekonomian yang 

lemah dan pemerintah Desa Kuala Bangka hanya menyiapkan lahan yang kosong 

dan sementara untuk lahan yang di isi nanti nya di siapkan oleh masyarakat yang 

ingin nanti nya menggunakan. 

Berdasrkan hasil wawancara dengan Bapak Ihyaul Wathon S,Sos. Selaku 

kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Jumat tanggal 8 Februari, beliau 

juga mengatakan pemanfaatn lahan ini sangat memfokuskan untuk masyarakat 

yang tidak memiliki pekerjaan yang menetap atau pun masyarakat yang lemah 

secara ekonomi. Dan mereka boleh menggunakan melihat dari jenis tanaman dan 

lahan yang kosong yang telaah di siapkan oleh pemerintah Desa Kuala Bangka 

dan untuk jenis tanaman yang akan di isi disiapkan oleh pengguna lahan nanti 

nya, sebab pemerintah hanya menyiapkan lahan yang kosong dan hasilnya nanti 

sebahagian di berikan kepada pemerintahan Desa Kuala Bangka. 

Berdaasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sofyan 

Pasaribu selaku tokoh pemuda masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 

tanggal 8 Februari 2019, beliau juga mengetahui bahwa pemanfaatan lahan ini 

sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang menetap 

sehingga mereka dapat menggunakan pemanfaatan lahan ini dan memliki 



penghasilan yang bertambah tujuan dengan tujuan dengan adanya pemanfaatan 

lahan ini sangat membantu masyarkat yang kurang mampu. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sundari Juwita 

selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari, beliau 

juga mengatakan sangat terbantu bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan 

sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan bisa melakukan pemanfaatan 

lahan kepada pemerintahan Desa Kuala Bangka sehingga nanti nya lahan yang di 

kelola dapat membantu atau mengatasi perekonomian masyarakat Desa Kuala 

Bangka yang lemah. 

3. Berkelanjutan  

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Erwinsyah 

Sitorus selaku Kepala Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari 2019, beliau 

mengatakan bahwa program-program yang telah dibuat pemerintah dijalkan 

secara terus menerus dan berkelanjutan seperti infrastruktur dan juga 

pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan 

pemberian makanan tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan 

keterampilan kepala Desa dan perangkat Desa. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs Atan 

Tanjung selaku Sekretaris Desa Kuala Bangka pada hari Jumat 8 Februari 2019, 

beliau mengatakan bahwa program-program yang dibuat oleh pemerintah Desa 

dijlankan secara terus menerus karena prinsip dari pemberdayaan masyarakat 

adalah berkeanjutan sampai masyarakat benar-benar telah mandiri baik dari aspek 

sosial maupun aspek ekonomi. 



Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ihyaul Wathon S,Sos. 

Selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada hari Jumat tanggal 8 Februari 

2019, beliau mengatakan bahwa program-program yang telah dibuat oleh 

pemerintah dijalankan seacara terus menerus dan berkenajutan seperti 

pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi 

peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan kepada 

posyandu setiap tahun nya,  dan pelatihan keterampilan dari daur ulang sampah 

dan dan lain sebagainya. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sofyan 

Pasaribu selaku tokoh masyarakat di Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 

8 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa program yang telah dibuat ada yang 

berkelanjutan dan ada yang berinovasi. Contoh yang berkelanjutan seperti 

prgram-program bidang kepemudaan setiap tahunnya pemuda di Desa Kuala 

Bangka dilatih untuk mengikuti kompetisi olahraga di tingkat Kecamatan 

sedangkan yang berinovasi seperti adanya keterampilan dari daur ulang sampah 

dan lain sebagainnya. 

Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sundari Juwita 

selaku masyarakat Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, 

beliau mengatakan bahwa salah satu keinginan dari masyarakat adanya program 

pemberdayaan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan. 

 

 



4.2 Pembahasan  

Adapun pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil yang telah di 

dapat peneliti di lokasi peneltian dengan adanya Tujuan dari anggaran Dana Desa 

yakni, untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Desa Kuala Bangka seperti 

jalan,jembatan,saluran irigasi, pembuatan parit beton, pembangunan kantor, dan 

untuk pemberdayaan masyarkatdan juga tujuan dari anggaran Dena Desa untuk 

mengurangi keluarga miskin yang ada di Desa Kuala Bangka. Artinya Dana Desa 

digunakan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan demi kemajuan desa 

Kuala Bangka. Dalam hal ini, fokus  Pemerintahan Desa Kuala Bangka 

menggunakan dana ini untuk program Desa baik infrastruktur maupu 

pembangunan Sumber daya manusia. 

Adapun sasaran dari anggaran Dana Desa adalah untuk bidang 

pelaksanaan pembangunan Desa juga untuk Pemberdayaan masyarakat Desa dan 

juga untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Bangka yang sumber 

dananya berasal dari alokasi dana desa atau APBD Kabupaten/Kota labuhanbatu 

Utara. Anggaran Dana Desa digunakan untuk meliputi pembangunan jalan Desa, 

pembangunan parit,beton rehab bangunan kelas dan kantor juga untuk bidang 

pemberfayaan ekonomi masyarkat. 

Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa Kuala 

Bangka dari alokasi Dana Desa yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti 

jalan, jembatan, pembangunan dan gedung rehab PAUD, pembuatan parit beton, 

dan juga ada program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pendidikan 

pelatihan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kegiatan pberdayaan posyandu, 



kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas 

masyarrkat kelompok pemuda, keigiatan kapasitas masyarakat kelompok 

perempuan.. Setelah itu, adanya program unggulan yang saat ini menjadi prioritas 

Desa antara lain pemasangan jaringan internet ke masyarakat desa dengan tujuan 

agar masyarakat mudah mencari dan mendapatkan informasi . Sejauh ini ada 

program-program yang telah ditawarkan oleh pemerrintah Desa kepada 

masyarakat tetapi program tersebut hanya bersifat pembangunan saja, sementara 

masyarakat butuh untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan keluarga. 

Pelaksanaan dari Implementasi Dana Desa  melalui musyawarah desa  dan 

dalam pelaksanaan nya melibatkan masyarakat untuk menampung nya tenaga 

kerja yang bersifat padat karya, dan sangat mengutamakan peran dan keikut 

sertaan masyarakat khusunya masyarakat yang kurang mampu. Dan juga 

Pemerintahan Desa kuala Bangka mealukan pelaksanaan ini secara terbuka agar 

masyarakat  mengetahahui dalam pelaksanaan implementasi Dana Desa dan 

tujuan nya agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama. 

Perhitungan Dana Desa melalui kategori status desa yaitu berdasarkan 

jumlah penduduk,status desa, letak geografis dan luas wilayah nya. Maka Desa 

Kuala Bangka 10 besar Dana Desa yang ada di kabupaten labuhanbatu utara. Dan 

dengan meningkatnya pendapatan anggaran Dana Desa sehingga mampu untuk 

melakukan pemeberdayaan ekonomi masyarakat disebab kan pemerintahan Desa 

Kuala Bangka  telah menyiapkan beberapa alat dan fasilitas untuk para petani dan 

juga nelayan sehingga mereka merasa lebih giat dalam melaksanakan pekerjaan 

nya.  



Pemerintahan Desa Kuala Bangka sangat fokus ke pada program UMKM 

yang mana pemerintahan Desa Kuala Bangka melakukan kegiatan seperti koperasi 

dan simpan pinjam uang dan kegiatan pokok di bidang permodalan di antara nya 

memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta 

meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Yang mana masayarakat boleh utnuk 

menggunakan untuk menjadikan modal dalam berusaha sehingga nanti dapat 

membuat mereka sejahtera. Program UMKM ini sudah berjalan pada tahun 2015 

yang mana masyarakat berkeinginan untuk berwirausaha semakin membesar. 

Sejumlah program pemberdayaan dan pelatihan terkait usaha,mikro,kecil dan 

menengah (UMKM) yang di gelar berbagai pihak sangat diminati oleh warga. 

Sehingga dengan adanya UMKM ini dapat membantu mengatasi permasalahan 

ekonomi masyarakat Desa Kuala Bangka. 

Awalnya Pemerintahan Desa Kuala Bangka melihat dari segi aspek 

ekonomi masyarakat rendah. Sehingga pemerintahan Desa Kuala Bangka 

memberikan program pemanfaatan lahan yang mana dalam penggunaan lahan 

untuk masyakat disesuaikan dengan jenis tanaman sesuai dengan lokasi lahan. 

Kemudian pemerintahan Desa Kuala Bangka hanya menyediakan lahan kosong 

kepada masyarakat tersebut, lalu lahan yang diberikan oleh pemerintahan Desa 

Kuala Bangka dijadikan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Kemudian 

apabila ada masyarakat yang tidak memanfaatkan lahan yang diberikan 

pemerintahan Desa Kuala Bangka maka lahan tersebut akan di ambil alih lagi oleh 

pemerintah Desa Kuala Bangka tersebut, hal ini dilakukan agar para masyarakat 

yang menerima lahan dari pemerintah tersebut lebih memanfaatkan lahan yang 



diberikan oleh pemerintah tersebut. Dengan adanya program pemanfaatan lahan 

ini dapat membuat kehidupan masyarakat yang ekonominya rendah menjadi lebih 

sejahtera 

Proogram-program yang telah dibuat oleh pemerintah dijalankan secara 

terus-menerus dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga 

pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan 

pemberian makanan tambahan kepada posyandu tiap tahun nya, dan pelatihan 

keterampilan kepala desa dan perangkat desa. Program-program tersebut 

dijalankan secara terus menerus karena prinsip dari pemberdayaan masyarakat 

adalah  berkelanjutan sampai masyarakat benar-benar telah mandiri dari aspek 

sosial maupun ekonomi. 

Adapun program yang telah dibuat oleh pemerintah dijalankan dan 

berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan 

masyarakat meliputi peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan 

tambahan kepada posyandu setiap tahunnya, dan pelatihan keterampilan kepala 

desa dan perangkat desa. Program yang telah dibuat dan berkelanjutan dan ada 

yang berinovasi. Contoh yang berkelanjutan seperti program-program bidang 

kepemudaan setiap tahunnya pemuda di Desa Kuala Bangka dilatih dan mengikuti 

kompetisi olahraga di tingkat Kecamtan sedangkan yang berinovasi seperti adanya 

keterampilan dari daur ulang sampah dan lain sebagainya. Hal tersebut tak 

terlepas dari keinginan masyarakat adanya program pemberdayaan yang berguna 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan secara terus 

menerus serta berkelanjutan. 



                                                            BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Adanya tujuan dan sasaran mulai dari penggunaan anggaran sampai 

turunnya dana yang langsung melibatkan kantor Desa dan masyarakat 

2.  Adanya program yang sudah berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur 

yang ada dan program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah 

Desa Kuala Bangka dari alokasi Dana Desa yakni meliputi pembangunan 

infrastruktur seperti jalan,jembatan,pembangunan dan rehab Gedung 

PAUD,pembuatan parit beton dan juga ada program pemberdayaan 

masyarkat seperti kegiatan Pendidikan pelatihan bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. Kegiatan pemberdayaan Posyandu, kegiatan peningkatan 

kapasitas masyarakat kelompok tani, kegiatan kapasitas masyarakat 

kelompok perempuan. 

3.  Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan program pemberdayaan dan 

pembangunan infrastruktur antara pemerintah Desa dan masyarakat sudah 

berjalan sehingga program-program tersebut dapat berjalan. Di lihat dari 

banyaknya pembangunan sarana dan prasarana Desa seperti kantor, 

sekolah dan bantuan modal usaha dan juga hewan ternak kepada 

maasyakat maka sejauh ini program-program tersebut sudah berjalan 

dengan baik. 
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4.  Adapun hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka 

ialah keterlambatan turunya dana dari pemerintahan pusat sehingga 

program-program yang telah ditetapkan mengalami keterlambatan dalam 

realisasinya. Disamping itu, adapun hambatan lain ialah adanya kesibukan 

aktivitas masyarakat Desa yang menyebabkan kurang antusiasnya 

keikutsertaan masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa. 

5. Adanya proses dalam menyelanggarakan pemberdayaan dan pembangunan 

infrastruktur sudah disosialisasikan dan melibatkan lapisan masyarakat, 

hal tersebut, adalah cerminan partisipasi masyarakat. 

6. Setiap program yang dijalankan Pemerintah Desa kepada masyarakat 

melalui tahap penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan untuk program-program pemberdayaan dan 

pembangunan yang berumber dari Anggaran Dana Desa. 

7. Program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa di 

Implementsikan secara berkelanjuta. Hal ini ditandai dengan 

pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat meliputi 

peningkatan pembinaan pemuda dan pemberian makanan tambahan 

kepada posyandu setiap tahunnya dan, Pendidikan/pelatihan Kepala Desa 

dan Perangkat Desa. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa 

saran  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Diharapkan dalam memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat 

jangan mempersulit masyarakat ketika ingin mengurus perizinan yang 

berkaitan dengan perizinan kepemilikan tanah dan menyapu bersih 

oknum-oknum yang terlibat pungutan liar (pungli). 

2. Diharapkan setiap program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa 

hendaknya dilakukan evaluasi yang mendalam agar program yang telah 

terlaksana efektif dan efisien. 

3. Diharapkan Pemerintah Desa Transparansi dalam menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, bila perlu di setiap dusun dibuat papan 

informasi berkaitan dengan penggunaan Anggaran Dana Desa. 

4. Diharpkan Pemerintah Desa Kuala Bangka harus melibatkan seluruh 

elemen masyarakat dalam melaksanakan Anggaran Dana Desa. 
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1. Identitas Informan : 
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c. Usia   : ………………………………………………. 

d. Pendidikan  : ………………………………………………. 

e. Pekerjaan  : ………………………………………………. 

 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Pertanyaan diajukan untuk Kepala Desa Kuala Bangka  

1. Tujuan dan Sasaran 

a. Apakah tujuan dari Implemetasi Anggaran Dana Desa di Desa 

Kuala Bangka tersebut? 

b. Apakah tujuan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau 

hanya Kebijakan Pemerintah Desa? 

c. Apakah yang menjadi sasaran anggaran Dana Desa tersebut? 

2. Program Kegiatan 

a. Program-program apa saja saja yang telah ditawarkan oleh 

Pemerintah Desa Kuala Bangka tersebut? 



b. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan 

diterapkan dalam mengalokasikan Dana Desa di Desa Kuala 

Bangka? 

3. Pelaksanaan  

a. Bagaiamana sistem dalam Pelaksanaan Implementasi Anggaran 

Dana Desa di Kuala Bangka tersebut? 

b. Apakah dalam pelaksanaan Implementasi Anggaran Dana Desa di 

Kuala Bangka berjalan sesuai prosedur? 

4. Pendapatan Anggaran Dana Desa 

a. Berapakah Pendapatan Anggaran Dana Desa setiap tahun nya di 

Desa Kuala Bangka tersebut? 

b. Berapakah Angka tertinggi Pendapatan Anggaran Dana Desa yang 

pernah di peroleh Desa Kuala Bangka? 

5. UMKM 

a. Bagaimana meningkatkan program UMKM ini agar di minati 

banyak Masyarakat Desa kuala Bangka tersebut? 

b. Apakah dengan adanya UMKM ini dapat mengurangi kemiskinan 

di  Desa Kuala Bangka tersebut? 

c. Seperti apa program UMKM yang saat ini dijalankan Pemerintah 

Desa Kuala Bangka tersebut? 

6. Pemanfaatan Lahan 

a. Bagaimana sistem penggunaan Pemanfaatan lahan ketika 

Masyarakat Desa Kuala Bangka ingin menggunakan? 

b. Berapa luas dan lebar Pemanfaatan lahan yang di sediakan 

Pemerintah Desa Kuala Bangka untuk Masyarakat Kuala Bangka? 

7. Berkelanjutan 

a. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijalnkan 

secara terus-menerus dan berkelanjutan? 

b. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program prioritas 

Dana Desa,apakah Pemerintah Desa Kuala Bangka behasil 

menerapkan program-program Pemberdayaan tersebut? 



b. Pertanyaan diajukan untuk Sekretaris Desa Kuala Bangka 

1. Tujuan dan Sasaran  

a. Apakah tujuan dari implementasi anggaran Dana Desa di Desa 

Kuala Bangka tersebut? 

b. Apakah tujuan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau 

hanya Kebijakan Pemerintah Desa? 

c. Apakah yang menjadi sasaran Anggaran Dana Desa tersebut? 

2. Program Kegiatan  

a. Program apa saja yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Desa 

Kuala Bangka hingga saat ini? 

b. Apakah ada program unggulan atau rancangan kedepan yang akan 

diterapkan dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa di Desa 

Kuala Bangka? 

3. Pelaksanaan  

a. Apakah dalam Pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa di 

ketahui oleh Masyarakat Desa Kuala Bangka? 

b. Bagaimana sistem Pelaksanaan implementasi anggarana Dana Desa 

Kuala Bangka? 

4. Pendapatan Anggaran Dana Desa 

a. Apakah dari hasil lahan Masyarakat termasuk dari Pendapatan 

anggaran Dana Desa Kuala Bangka? 

b. Apakah Pendapatan Anggaran Dana Desa boleh untuk diketahui 

oleh Masyarakat? 

5. UMKM 

a. Apakah ada program selain dari UMKM yang saat ini dijalankan 

oleh Pemerintah Desa Kuala Bangka? 

b. Berapakah modal yang diterima dari program UMKM Desa Kuala 

Bangka tersebut? 

6. Pemanfaatan Lahan 

a. Bagaimana cara yang dilakukan untuk dapat menggunakan 

Pemanfaatan lahan ini? 



b. Bagaiamana sistem dalam pembagian hasil dari Pemanfaatan 

Lahan ini? 

7. Berkelanjutan 

a. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa 

dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan? 

b. Pemberdayaan Masayarakt merupakan salah satu program prioritas 

alokasi Dana Desa, dan apakah Pemerintah Desa Kuala Bangka 

berhasil menerapkan program-program pemberdayaan tersebut? 

c. Pertanyaan diajukan untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 

Desa Kuala Bangka 

1. Tujuan dan Sasaran 

a. Apakah tujuan dari implementasi anggaran Dana Desa di Desa 

Kuala Bangka tersebut? 

b. Apa alasan Pemerintah Desa Kuala Bangka mengalokasikan 

Anggaran Dana Desa hanya fokus pada bidang pembangunan 

sementara dalam Permendagri No .37 Tahun 2007, ADD juga 

digunakan untuk untuk bidang pemberdayaan masyarakat? 

2. Program Kegiatan 

a. Program-program apa saja yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa 

Kuala Bangka hingga saat ini? 

b. Apakah ada program unggulan atau rancanga kedepan yang akan 

diterapkan dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa di Desa 

Kuala Bangka? 

3. Pelaksanaan 

a. Bagaimana bentuk pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa 

yang saat ini berjalan di Desa Kuala Bangka? 

b. Apakah dalam Pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa 

memerlukan masyarakat? 

4. Pendapatan Anggaran Dana Desa 

a. Bagaimana cara menghitung Pendapatan anggaran Dana Desa di 

Desa Kuala Bangka tersebut? 



b. Apakah Pendapatan anggaran Daana Desa sangat berpengaruh 

terhadap kebun yang dimiliki oleh masyarakat? 

5. UMKM 

a. Apa yang menjadi peran penting masyarakat dalam program 

UMKM yang saat ini sedang berjalan? 

b. Kendala apa saja yang sering ditemui dalam UMKM yang 

dilakukan tersebut? 

6. Pemanfaatan Lahan 

a. Sejak kapan program Pemanfaatan Lahan ini di sosialisasikan di 

masyarakat? 

b. Apakah dalam Pemanfaatan Lahan ini tertera dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 

7. Berkelanjutan 

a. Apakah program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dijadikan 

secara terus-menerus dan berkelanjutan? 

b. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas 

alokasi anggaran Dana Desa, apakah Pemerintah Desa Kuala 

Bangka berhasil untuk menerapkan program-program 

pemberdayaan tersebut? 

d. Pertanyaan diajukan kepada Masyarakat Desa Kuala Bangka 

1. Tujuan dan Sasaran 

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program alokasi Dana Desa 

untuk Pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Bangka? 

b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dan sasaran dari 

implementasi anggaran Dana Desa tersebut? 

2. Program Kegiatan 

a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu program-program Dana Desa yang 

telah ditawarkan oaleh Pemerintah Desa Kuala Bangka, apakah 

sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? 

b. Program-program yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan 

masayarakat? 



3. Pelaksanaan 

a. Menurut Bapak/Ibu apakah Pelakanaan  Implementasi anggaran 

Dana Desa sudah berjalan dengan baik? 

b. Adakah dampak positif yang dirsakan oleh masyarkat dengan 

Pelaksanaan implementasi anggaran Dana Desa tersebut? 

4. Pendapatan Anggaran Dana Desa 

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Pendapatan anggaran Dana 

Desa ini setiap tahun nya? 

b. Apakah Pendapatan anggaran Dana Desa pernah di publikasikan 

kepada masayarakat? 

5. UMKM 

a. Apakah Pemerintah Desa Kuala Bangka mensosialisasiakn adanya 

program UMKM tersebut? 

b. Ketika Pemerintah Desa Kuala Bangka mensosialisasikan program, 

Apakah melibatkan seluruh masyarakat atau hanya beberapa 

perwakilan kepala dusun dan kepala keluarga? 

6. Pemanfaatan Lahan 

a. Apakah dengan adanya Pemanfaatan Lahan  Bapak/Ibu merasa 

terbantu dalam perekonomian? 

b. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya program 

Pemanfaatan lahan tersebut? 

7. Berkelanjutan  

a. Menurut Bapak/Ibu apakah program yang telah ditawarkan oleh 

Pemerintah Desa Kuala Bangka Kepada masyarakat dilaksanakan 

secara berkelanjutan? 

b. Apakah program yang saat sudah berjalan dengan baik dan 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? 
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